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BAB II 

KEWARISAN ANAK RAD{A<’AH  (SUSUAN) DALAM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Kewarisan 

Kata waris menurut bahasa Arab merupakan masdar dari َ-َثَ رَ ي ََ–َثَ رَ وَ 

اثَ رَ يَ مَ  .
1
 Waris secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada 

orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain.
2
 Sedangkan pengertian 

secara istilah adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada 

para ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun 

hak-hak menurut hukum syara’.
3
 

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah yang digunakan 

untuk menamakan hukum kewarisan Islam yaitu waris dan fara>id}. Perbedaan 

dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam titik utama objek 

pembahasan. Lafaz| fara>id} merupakan jama’ dari lafaz| fari>d}ah yang mengandung 

arti mafru>d}ah, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.
4
 

                                                           
1
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Dengan demikian penyebutan fara>id} didasarkan kepada bagian yang 

diperoleh oleh ahli waris. Sedangkan penggunaan kata mawa>ris| lebih melihat 

kepada yang menjadi objek dari hukum yaitu harta yang beralih kepada ahli 

waris yang masih hidup.
5
 

Sedangkan Muhammad Muhyiddin Abdul Hami>d dalam kitabnya 

menggunakan istilah mawa>ris| dan fara>id}. Mawa>ris| mengandung dua arti. 

Pertama, bagian sisa yaitu harta peninggalan yang tersisa. Kedua, berpindahnya 

sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain dengan syarat kepemilikan 

tersebut terjadi setelah kematian pemilik sesuatu tersebut karena adanya sebab-

sebab yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Sedangkan kata fara>id} 

mengandung arti muqaddarah yaitu bagian ahli waris yang sudah ditentukan 

oleh syara’.
6
 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu fara<id} atau fiqih 

mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang perpindahan harta 

peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih 

hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak 

menerima harta waris, serta bagian masing-masing ahli waris. 

 

 

                                                           
5
 Ibid., 6. 

6
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B. Asas-Asas Kewarisan 

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang berkaitan dengan 

sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang bersumber dari al-

Qur’an dan Hadis yaitu: 

1. Asas Ijba>ri 

Istilah ijba>ri mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 

menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau 

ahli warisnya.
7
 Adanya asas ijba>ri dalam hukum kewarisan Islam dapat 

dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah 

harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. 

Unsur ijba>ri dari segi peralihan harta mengandung arti bahwa harta 

orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan 

siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kewarisan dalam 

Islam diartikan sebagai “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”, karena 

pada ‘peralihan harta’ berarti harta tersebut beralih dengan sendirinya. 

Sedangkan pada ‘pengalihan harta’ tampak adanya usaha seseorang dengan 

sengaja untuk mengalihkan harta warisan tersebut.
8
 

                                                           
7
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8
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Unsur ijba>ri dari segi jumlah harta yang beralih berarti bahwa bagian 

atau hak ahli waris dalam harta warisan telah ditentukan oleh Allah 

sehingga siapa pun tidak mempunyai hak untuk menambah atau 

mengurangi apa yang telah ditentukan itu.
9
 

Unsur ijba>ri dari segi penerima peralihan harta berarti bahwa mereka 

yang berhak terhadap harta warisan tersebut sudah ditentukan secara pasti 

sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengubahnya.
10

 

2. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan 

beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa seorang ahli 

waris menerima hak atau bagian warisan dari kerabat keturunan laki-laki 

dan dari kerabat keturunan perempuan.
11

  

3. Asas Individual 

Yang dimaksud asas individual adalah bahwa harta warisan yang 

sudah terbuka dan dibagikan kepada ahli warisnya itu adalah untuk dimiliki 

secara perorangan.
12

 Setiap ahli waris berhak sepenuhnya atas bagian yang 

diterimanya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain karena bagian 

masing-masing sudah ditentukan. 

                                                           
9
 Ibid. 

10 Ibid. 
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 Ibid., 22. 
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Klasik ke Fiqh Indonesia Modern, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 25. 
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4. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang menyangkut peralihan harta dapat diartikan 

sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan 

kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.
13

  

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, 

memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti 

tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur 

dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan 

kepada kegunaan dan kebutuhan.
14 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Asas semata akibat kematian ini berarti bahwa peralihan harta dari 

seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan hanya bisa berlaku 

setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.
15

 Jadi harta seseorang 

tersebut tidak bisa beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta 

masih hidup. 

 

C. Sumber Hukum Kewarisan 

Dasar dan sumber utama hukum Islam adalah nash atau teks yang 

terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis. Adapun dasar kewarisan Islam telah 
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 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57. 

14
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012),  25-26. 

15
 Ibid., 58. 
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diatur dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun Hadis secara langsung di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Firman Allah dalam surat al-Nisa>’ ayat 7 yang berbunyi: 

ِمَِّاِوَالأقْ رَبوُنَِِالْوَالِدَانِِِتَ رَكَِِمَِّاِنَصِيبِ ِوَللِنِّسَاءِِِوَالأقْ رَبوُنَِِالْوَالِدَانِِِتَ رَكَِِمَِّاِنَصِيبِ ِللِرِّجَالِِ

ِ(٧)ِمَفْرُوضًاِنَصِيبًاِكَثُ رَِِأَوِِْمِنْهُِِقَلَِّ
Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak 

dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. al-Nisa>’: 7)16 

Ayat di atas mengandung hukum bahwa setiap orang baik laki-laki 

maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari dua 

garis keturuna, yaitu dari garis keturunan bapak juga keturunan ibu. Jenis 

kelamin seseorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak 

warisnya.
17

 

Firman Allah dalam surat al-Nisa>’ ayat 11 yang berbunyi:  

ِمَاِثُ لُثاَِفَ لَهُنَِِّاثْ نَتَ يِِِْفَ وْقَِِنِسَاءًِِكُنَِِّنِْفإَِِِالأنْ ثَ يَ يِِِْحَظِِِّمِثْلُِِللِذَّكَرِِِأوَْلادكُِمِِْفِِِاللَّهُِِيوُصِيكُمُِ
هُمَاِوَاحِدِ ِلِكُلِِِّوَلأبَ وَيْهِِِالنِّصْفُِِفَ لَهَاِوَاحِدَةًِِكَانَتِِْوَإِنِِْتَ رَكَِ ِلَهُِِكَانَِِإِنِِْتَ رَكَِِمَِّاِالسُّدُسُِِمِن ْ

ِبَ عْدِِِمِنِِْالسُّدُسُِِفَلأمِّهِِِإِخْوَةِ ِلَهُِِكَانَِِفإَِنِِْالث ُّلُثُِِفَلأمِّهِِِأبََ وَاهُِِوَوَرثِهَُِِوَلَدِ ِلَهُِِيَكُنِِْلَِِْفإَِنِِْوَلَدِ 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 

79. 
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ِإِنَِِّاللَّهِِِمِنَِِفَريِضَةًِِنَ فْعًاِلَكُمِِْأقَْ رَبُِِأيَ ُّهُمِِْتَدْرُونَِِلاِوَأبَْ نَاؤكُُمِِْآباَؤكُُمِِْدَيْنِ ِأوَِِْبِِاَِيوُصِيِوَصِيَّةِ 
 (١١)ِحَكِيمًاِعَلِيمًاِكَانَِِاللَّهَِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, 
maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu 
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu 
bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 
al-Nisa>’: 11)18 

Ayat di atas mengandung hukum berikut: 

1) Allah SWT telah menentukan pembagian harta warisan untuk 

anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian 

anak perempuan 

2) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua 

pertiga. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat 

seperdua bagian 
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3) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan 

sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit19
 

Firman Allah dalam surat al-Nisa>’ ayat12 yang berbunyi: 

ِتَ ركَْنَِِمَِّاِالرُّبعُُِِفَ لَكُمُِِوَلَدِ ِلََنَُِِّكَانَِِفإَِنِِْوَلَدِ ِلََنَُِِّيَكُنِِْلَِِْإِنِِْأزَْوَاجُكُمِِْتَ رَكَِِمَاِنِصْفُِِوَلَكُمِْ
ِلَكُمِِْكَانَِِفإَِنِِْوَلَدِ ِلَكُمِِْيَكُنِِْلَِِْإِنِِْتَ ركَْتُمِِْمَِّاِالرُّبعُُِِوَلََنَُِِّدَيْنِ ِأوَِِْبِِاَِيوُصِيَِِوَصِيَّةِ ِبَ عْدِِِمِنِْ

ِأَوِِِكَلالَةًِِيوُرَثُِِرَجُلِ ِكَانَِِوَإِنِِْدَيْنِ ِأوَِِْبِِاَِتوُصُونَِِوَصِيَّةِ ِبَ عْدِِِمِنِِْتَ ركَْتُمِِْمَِّاِالثُّمُنُِِفَ لَهُنَِِّلَدِ وَِ
هُمَاِوَاحِدِ ِفلَِكُلِِِّأُخْتِ ِأوَِِْأَخِ ِوَلَهُِِامْرأَةَِ  ِفِِِشُركََاءُِِفَ هُمِِْذَلِكَِِمِنِِْأَكْثَ رَِِكَانوُاِفإَِنِِْالسُّدُسُِِمِن ْ

رَِِدَيْنِ ِأَوِِْبِِاَِيوُصَىِوَصِيَّةِ ِبَ عْدِِِمِنِِْالث ُّلُثِِ  (١١)ِحَلِيمِ ِعَلِيمِ ِوَاللَّهُِِاللَّهِِِمِنَِِوَصِيَّةًِِمُضَارِ ِغَي ْ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-
istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat 
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-
utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan 
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari 
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian 
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 
atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat 
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Penyantun. (QS. al-Nisa>’: 12) 20 

                                                           
19

 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13. 

20
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 
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Mengandung beberapa garis hukum keawisan Islam, antara lain: 

1) Duda karena kematian istri mendapatkan bagian seperdua dari 

harta peninggalan istrinya jika si istri tidak meninggalkan anak. 

Jika istri meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat 

dari harta peninggalan istrinya 

2) Janda karena kematian suami mendapatkan bagian seperempat jika 

si suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak 

maka janda mendapatkan bagian seperdelapan 

3) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 adalah 

sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit21 

2. Hadis 

Hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim sebagai berikut : 

ِالفَراَئِضِِِأهْلِِِبَ يَِِْالماَلَِِأقَْسِمُوا:ِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللُِِصَلَّىِاللِِِرَسُوْلُِِقاَلَِ:ِِقاَلَِِعَبَّاسِ ِابْنِِِعَنِِ
22ِ(مسلمِرواه)ِذكََرِ ِرَجُلِ ِفَلِأَوْلَِِالفَراَئِضُِِتركََتِِِفَمَاِاللِِِكِتَابِِِعَلَى

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah 
harta waris di antara para ahli waris menurut Kitabullah, kemudian 
sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat”. (HR. Muslim). 

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:  

ِيرَِثُِِوَلَاِِالْكافَِرَِِالْمُسْلِمُِِثُِيرَِِِلَاِِقاَلَِِوَسَلَّمَِِلَيْهِِعَِِاللُِِصَلَّىِالنَّبَِِِّأَنَِِّزَيْدِ ِبْنِِِأسَُامَةَِِوَعَنِْ
23ِ(مسلمِرواه)ِالْمُسْلِمَِِالْكَافِرُِ

                                                           
21

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 106-107. 

22
 Abu> Husain Muslim Al-Qusyairiy, S}ahi>h Muslim, Juz III, (Bairut: Da>r Kutub Al-‘Ilmiyyah, 

1991), 1234. 
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Artinya:“Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda “Orang 
muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak 
berhak mewarisi orang muslim.” (HR. Muslim). 

 

 

 

D. Syarat dan Rukun Kewarisan 

Pewarisan merupakan peralihan hak waris dari si mayyit kepada ahli 

waris yang masih hidup. Pewarisan bisa terlaksana apabila telah memenuhi 

syarat-syarat kewarisan berikut:
 24

 

1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukmi>. 

2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris walaupun hanya 

sebentar. 

3. Tidak adanya penghalang menerima waris. 

Dengan adanya syarat pertama di atas maka segala harta dan hak 

seseorang tidak boleh dibagikan kecuali orang tersebut benar-benar telah 

meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya dengan bukti-bukti yang 

kuat maka kemudian bisa dilakukan pembagian harta dan hak seseorang 

tersebut.
25

  

Adapun syarat kedua ini mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris 

hanya akan mendapatkan warisan jika dia masih hidup ketika pewaris 
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meninggal. Jika ahli waris mafqu>d atau keberadaan ahli waris tidak diketahui 

secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal 

maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqu>d masih 

hidup.
26

 

Muhammad Muhyiddi>n Abdul H}ami>d dalam kitabnya menyebutkan 

syarat ketiga dalam kewarisan adalah dapat diketahui status atau kedudukan 

dalam pembagian harta peninggalan.
27

 Adapun yang dimaksud dengan 

mengetahui status pembagian harta peninggalan di sini adalah mengetahui 

status keluarganya dan keadaan warisan. Seperti suami atau isteri, adanya 

hubungan kerabat, dan derajat kekerabatannya. 

Adapun rukun dalam kewarisan Islam ada tiga, yaitu
28

: 

1. Ahli waris (wa>ris|) yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan 

mayyit dengan adanya salah satu sebab dari tiga sebab kewarisan di 

antaranya adanya hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris, ikatan 

wala>’ (memerdekakan budak), dan adanya ikatan perkawinan. 

2. Pewaris (muwarris|) yaitu orang yang meninggal dunia baik meninggal secara 

hakiki maupun secara hukmi seperti orang yang hilang yang dihukumi 

meninggal.  
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3. Harta warisan (mawru>s|) atau disebut juga dengan tirkah yaitu harta atau hak 

yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. 

Menurut Amin Husein Nasution harta warisan ialah hak milik seseorang 

yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (tas}arruf) semasa 

hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (tajhi>z al-mayyit), utang, dan 

wasiat.
29

 

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan tirkah mayyit adalah:
30

 

1. Biaya pemeliharaan mayyit, yaitu kegiatan yang dilakukan keluarga si 

mayyit sejak ia meninggal dunia sampai penguburannya. Termasuk di 

dalamnya biaya memandikan, mengafani, menguburkan, dan semua keperluan 

untuk meletakkan mayyit di liang lahat. 

2. Biaya pelunasan utang-utang si mayyit, yaitu tirkah tidak bisa dibagikan 

kepada ahli waris sebelum utangnya dilunasi, sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW: 

ِوَسَلَّمَِ ِعَلَيْهِ ِالُل ِصَلَّى ِالِل ِرَسُوْلُ ِقاَلَ ِقاَلَ ِهُرَيْ رةََ ِاَبِْ ِعَنْ :ِ ِحَتََّّ ِبِدَينِْهِ ِمُعَلَّقَة  ِالْمُؤْمِنِ نَ فْسُ
 31(ابنِماجهرواهِ)يُ قْضَىِعَنْهُِ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jiwa orang 
mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu 
dilunasi”. (HR. Ibn Majah) 
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3. Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang lain yang bukan ahli waris, dan 

banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkah. 

 

E. Sebab-Sebab Kewarisan 

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang 

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan tersebut bisa terjadi manakala 

ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun 

sebab-sebab tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sebab 

nasabiyah (adanya hubungan nasab) yaitu hubungan kekerabatan dan sebab 

sababiyah (adanya sebab) yaitu sebab perkawinan dan wala>’ (memerdekakan 

budak).
32

 Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Kerabat ( ةَ ابَ رَ قَ ل اَ َ ) 

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur 

kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak 

turun dari si mayyit (Furu>’ul Mayyit), leluhur yang menyebabkan adanya si 

mayyit (Us}u>lul Mayyit), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit 

melalui garis menyamping (al-Hawa>sy).33
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2. Pernikahan َ(َ ةَ يَ جَ وَ لزَ ا)  

Perkawinan yang dimaksud di sini adalah suatu akad yang sah menurut 

syari’at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi hubungan badan 

atau khalwat (menyepi berduaan)
34

dan ikatan perkawinan tersebut masih 

utuh atau dianggap masih utuh.
35

 Jadi, perkawinan yang batil tidak menjadi 

sebab pewarisan. Perkawinan yang dianggap masih utuh yaitu perkawinan 

yang diputuskan dengan talak raj’i tetapi masih dalam masa iddah. 

3. Wala>’ (ءَ ل َوَ ل اَ َ)  

Wala>’ merupakan hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum 

mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, yaitu disebabkan karena 

memerdekakan budak.
36

  

 

F. Penghalang Kewarisan 

Yang dimaksud dengan penghalang warisan adalah hal-hal atau 

pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan 

tidak mendapatkannya. Adapun penghalang warisan adalah sebagai berikut: 
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1. Perbudakan ( قُِّلرِّاَِ ) 

Hamba sahaya atau budak tidak berlaku baginya waris mewarisi terhadap 

ahli warisnya, karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya.
37

 

2. Pembunuhan (َِِلُِتْقَِِلْا)  

Jumhur ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang warisan. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 38لَايرَِثُِِقَاتِلُِلْاَِِ:ِِالَِقَِِمَِلَّسَِوَِِهِِيْلَِِعَِِىِاللُِلَّصَِِبِِِّالنَِّنِِعَِِةرََِِي رَِِِْهُِبِِاَِِنِْعَِ
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: seorang 

pembunuh tidak berhak menerima waris,” (HR. Tirmiz|i). 
 
Sedangkan bentuk pembunuhan yang mana yang bisa menjadi penghalang 

hak kewarisan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
39

: 

a. Menurut ulama Syafi’iyah pembunuhan baik yang disengaja (al-qatlu al-

‘amdu) maupun tidak disengaja (al-qatlu al-khata’) atau yang 

menyerupai sengaja (al-qatlu syabihul ‘amdi) maka ia tidak berhak 

untuk mewarisi, sekalipun pembunuhan secara hak dan tidak melawan 

hukum. 

b. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa tiap-tiap pembunuhan yang 

mewajibkan bagi pelakunya qis}as} atau membayar diyat atau kafarat 
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maka ia tercegah dari hak mewarisi. Pendapat ini juga disepakati oleh 

ulama Hanabilah. 

c. Menurut golongan ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang disengaja 

terhalang dari mewarisi, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja 

tidak terhalang dari mewarisi. 

3. Berlainan Agama (اختلافِالدين)  

Yang dimaksud dengan penghalang warisan karena perbedaan agama di sini 

adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya 

seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non 

muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.
40

Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: 

41ِلَاِيَ تَ وَارَثُِاهَْلُِمِلَّتَ يِِْجَابِر ِعَنِِالنَّبِِِّصَلَّىِاللُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِقاَلَِعَنِْ
Artinya: “Dari Jabir ra. dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah saling 

mewarisi sesuatu di antara dua orang yang berlainan agama.” 
(HR. Tirmiz|i)  

 
Ulama sepakat bahwa pewaris non muslim tidak bisa mewarisi orang 

muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi di atas. Akan tetapi ulama 

berbeda pendapat ketika muslim mewarisi non muslim.  

Pendapat pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa muslim tidak 

mewarisi sesuatu apapun dari orang kafir.
42

 Sebagaimana dalil: 

                                                           
40

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 198. 

41
 Abu> ‘Isa> al-Tirmiz|iy, Al-Ja>mi’ al-Kabi>r, Jilid III, (Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>miy, 

1996),611. 



35 

 

ِ ِقاَلَ ِوَسَلَّمَ ِعَلَيْهِ ِصَلَّىِالُل ِالنَّبَِّ ِانََّ ِزَيْد  ِبْنِ ِأسَُامَةَ ِوَلَايرَِثُِعَنْ ِالْكَافِرَ ِالْمُسْلِمُ لَايرَِثُ
 43(رواهِمسلم)ِالْكَافِرُِالْمُسْلِمَِ

Artinya:“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
seorang muslim tidak dapat mewarisi orang (keluarganya) yang 
kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang (keluarganya) 
yang muslim.” (HR. Muslim) 

 
Pendapat kedua, muslim boleh mewarisi orang non muslim. Alasan dari 

kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim 

menikahi perempuan kitabiyah dan tidak berlaku sebaliknya, sebagaimana 

terdapat dalam surat al-Maidah.
44

  

 

G. Anak Kandung Sebagai Ahli Waris dan Bagiannya 

Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan 

mayyit dengan adanya salah satu sebab dari tiga sebab kewarisan. Anak 

kandung merupakan salah satu dari ahli waris yang telah ditentukan oleh 

Allah SWT dalam al-Qur’an. Hukum Islam telah menentukan dua macam 

ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti 

dalam al-Qur’an dan hadis Nabi dan ahli waris yang tidak ditentukan 

bagiannya secara pasti. 
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1. Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Z|awil Furu>d} 

Ahli waris z|awil furu>d} adalah ahli waris yang bagiannya telah 

ditetapkan secara pasti dalam al-Quran dan hadis Nabi. Adapun bagian 

anak perempuan dengan beberapa keadaannya adalah sebagai berikut: 

 ½ bila ia sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki) 

 2/3 bila anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak 

laki-laki 

Dasar bagian anak perempuan dalam dua kemungkinan tersebut 

adalah QS. al-Nisa>’ ayat 11. 

2. Ahli Waris ‘As}a>bah 

Pengertian‘as}a>bah dari segi bahasa ialah keluarga laki-laki dari 

pihak ayah.
45

 Sedangkan pengertian ‘as}a>bah secara istilah adalah semua 

ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam al-

Qur’an dan hadis, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, 

saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, 

dan semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara laki-laki seibu.
46

 

Amir Syarifuddin mendefinisikan ‘as}a>bah pada dasarnya adalah 

kerabat garis laki-laki, maka untuk selanjutnya kata ‘as}a>bah itu digunakan 
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untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah 

diberikan kepada ahli waris z|awil furu>d}.47‘As}a>bah itu terbagi kepada tiga 

macam yaitu ‘as}a>bah bi nafsihi, ‘as}a>bah bi gairihi, ‘as}a>bah ma’a gairihi. 

a. ‘As}a>bah bi nafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh 

harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris 

yang lain. ‘As}a>bah bi nafsihi seluruhnya adalah laki-laki yang secara 

berurutan adalah: anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, 

saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara 

seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan 

anak paman seayah.
48  

b. ‘As}a>bah bi gairihi adalah seseorang yang sebenarnya bukan ‘as}a>bah 

karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-

lakinya maka ia menjadi ‘as}a>bah. Mereka sebagai ‘as}a>bah berhak atas 

seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta 

setelah dibagikan kepada ahli waris z|awil furu>d} yang berhak. 

Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan 

perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian 

perempuan.
49
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c. ‘As}a>bah ma’a gairihi adalah kerabat perempuan yang memerlukan 

orang lain untuk menjadi ‘as}a>bah, tetapi orang lain tersebut tidak 

berserikat dalam menerima ‘as}a>bah, yaitu saudara perempuan 

sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi  bersama 

anak perempuan atau cucu perempuan.
50

 

 

H. Anak Rad}a>’ah  (Susuan) dalam Islam 

1. Pengertian Rad}a<’ah  (Susuan) 

Pengertian rad}a>’ah secara bahasa adalah sebuah istilah bagi isapan 

susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang.
51

 Sedangkan secara 

istilah sebagian para ulama memberikan definisi rad}a>’ah sebagai berikut: 

52ِحَوْلَيِِِْعَلَىِسِنُّهُِِيزَدِِِْلَِِْطِفْلِ ِجَوْفِِِاِلَِِادََمِيَّةِ ِلَبَِ ِوُصُوْلُِ
“Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut 

seorang anakَ(bayi) yang berusia tidak lebih dari dua tahun.” 

Dari pengertian di atas dapat diketahui tiga unsur untuk bisa 

dikatakan rad}a>’ah menurut Islam, yaitu adanya air susu manusia (laban al-

adamiyyah), air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi, dan bayi 

tersebut belum berusia dua tahun. 
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2. Dasar Hukum Rad}a<’ah  (Susuan) 

Adapun dasar rad}a>’ah telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun 

hadis secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

 Al-Baqarah ayat 233 

ِلِمَنِْأرَاَدَِأَنِْيتُِمَِّالرَّضَاعَةَِوَعَلَىِالْمَوْلُودِِ كَِامِلَيِْ ِحَوْلَيِْ ِوَالْوَالِدَاتُِيُ رْضِعْنَِأوَْلادَهُنَّ
ِباِلْمَعْرُوفِِلاِ ِوكَِسْوَتُ هُنَّ ِوَالِدَة ِبِوَلَدِهَاِلَهُِرزِْقُ هُنَّ ِإِلاِوُسْعَهَاِلاِتُضَارَّ تُكَلَّفُِنَ فْس 

هُمَاِ ِمِن ْ ِتَ راَض  ِعَنْ ِفِصَالا ِأرَاَدَا ِفإَِنْ ِذَلِكَ ِمِثْلُ ِالْوَارِثِ ِوَعَلَى ِبِوَلَدِهِ ِلَهُ ِمَوْلُود  وَلا
ِأَوِْ ِتَسْتَ رْضِعُوا ِأَنْ ِأرََدْتُُْ ِوَإِنْ ِفَلاِجُنَاحَِعَلَيْهِمَا ِإِذَاِوَتَشَاوُر  لادكَُمِْفَلاِجُنَاحَِعَلَيْكُمْ

 (١٢٢)سَلَّمْتُمِْمَاِآتَ يْتُمِْباِلْمَعْرُوفِِوَات َّقُواِاللَّهَِوَاعْلَمُواِأَنَِّاللَّهَِبِاَِتَ عْمَلُونَِبَصِير ِ
Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menerita 
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 
anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 
kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233).53

 

Ayat ini menjelaskan tentang empat hal. Pertama, petunjuk 

Allah SWT kepada para ibu (al-wa>lida>t) agar senantiasa menyusui 
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anak-anaknya secara sempurna yaitu dua tahun sejak kelahiran anak. 

Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada 

istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang ma’ru>f. Ketiga, 

diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan 

dengan kerelaan dan adanya musyawarah suami dan istri. Keempat 

adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (al-

murd}i’ah). 

 Al-Nisa>’ ayat 23 

ِوَِ ِأمَُّهَاتُكُمْ ِعَلَيْكُمْ ِالأخِِحُرِّمَتْ ِوَبَ نَاتُ ِوَخَالاتُكُمْ ِوَعَمَّاتُكُمْ ِوَأَخَوَاتُكُمْ بَ نَاتُكُمْ
ِِ........وَبَ نَاتُِالأخْتِِوَأمَُّهَاتُكُمُِاللاتِِأرَْضَعْنَكُمِْوَأَخَوَاتُكُمِْمِنَِالرَّضَاعَةِِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-
anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara sebapakmu yang perempuan, 
saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, 
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan 
sepersusuan.” (QS. al-Nisa’: 23)54 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa penyusuan anak (al-rad}a>’ah) 

dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni keharaman menikahi 

perempuan (ibu) yang menyusui (al-murd}i’ah) dan saudara perempuan 

sepersusuan. 

 Al-T}ala>q ayat 6 
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كُِنَِّ ِوَإِنْ ِعَلَيْهِنَّ ِلتُِضَي ِّقُوا ِتُضَارُّوهُنَّ ِوَلا ِوُجْدكُِمْ ِمِنْ ِسَكَنْتُمْ ِحَيْثُ ِمِنْ أَسْكِنُوهُنَّ
ِ ِفَآتوُهُنَّ ِلَكُمْ ِأرَْضَعْنَ ِفإَِنْ ِحََْلَهُنَّ ِيَضَعْنَ ِحَتََّّ ِعَلَيْهِنَّ ِفأَنَْفِقُوا ِحََْل  أجُُورَهُنَِّأوُلاتِ

ِوَإِنِْتَ عَاسَرْتُُِْفَسَتُ رْضِعُِلَهُِأخُْرَىِ نَكُمِْبِعَْرُوف  ِ(٦)وَأْتََِرُواِبَ ي ْ
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. 
Dan musyawarhkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 
(QS. al-T{ala>q: 6)55

 

Ayat ini menjelaskan tentang dua hal penting yang 

berhubungan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini 

ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi istri yang 

sudah ditalak jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban 

nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 

iddahnya. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi 

seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan 

dimusyawarahkan secara baik. 

b. Hadis 

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

                                                           
55

 Ibid., 560. 



42 

 

هَاِاللُِِرَضِيَِِعَائِشَةَِِعَنِْ ِِقاَلَِِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللُِِصَلَّىِاللِِِرَسُوْلُِِلِِِْقاَلَتِِْعَن ْ ِمِنَِِيََْرُمُِ:
56ِ(مسلمِرواه)ِالْولَِادَةِِِمِنَِِرُمُِيََِِْمَاِةِِالرَّضَاعَِ

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan 
karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. 
Muslim). 

Dan sabda Rasulullah SAW yang lain: 

ِ ِقاَلَ ِطاَلِب  ِاَبِْ ِابْنِ ِعَلِيِّ ِ:ِعَنْ ِوَسَلَّمَ ِعَلَيْهِ ِالِلِصَلَّىِالُل ِرَسُوْلُ ِمِنَِ:ِقاَلَ ِحَرَّمَ ِالَل إِنَّ
57ِ(رواهِالترمذي)الرَّضَاعِِمَاِحَرَّمَِمِنَِالنَّسَبِِ

Artinya: “Dari Ali ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya 
Allah SWT mengharamkan karena sebab penyusuan 
sebagaimana haram hubungan nasab”. (HR. Tirmiz|i). 

 

3. Akibat Hukum karena Rad}a<’ah  (Susuan). 

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah dijelaskan di atas, rad}a>’ah 

(susuan) bisa menimbulkan akibat hukum, yaitu ikatan hubungan nasab 

antara orang yang menyusui (murd}i’ah) dengan anak yang disusuinya (rad}i>’). 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

هَاِاللُِِرَضِيَِِعَائِشَةَِِعَنِْ ِمَاِةِِالرَّضَاعَِِمِنَِِيََْرُمُِ:ِِقاَلَِِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللُِِصَلَّىِاللِِِرَسُوْلُِِلِِِْقاَلَتِِْعَن ْ
58ِ(المسلمِرواه)ِالْولَِادَةِِِمِنَِِيََْرُمُِ
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Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan 
karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. 
Muslim). 

 

Imam Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang berhubungan 

dengan hukum nasab adalah:
59

 

1. Keharaman menikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

firman Allah dalam ayat keharaman menikahi ibu susuan. 

2. Ketetapan mahram dalam diperbolehkannya melihat ibu susuannya 

dan berduaan dengannya. 

Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman 

perkawinan ialah susuan yang diberikan kepada anak yang memang masih 

memperoleh makanan dari air susu.
60

  

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa terdapat syarat-

syarat yang menyebabkan terjadinya hukum rad}a>’ah dalam keharaman 

menikahi,  yaitu:
61

 

1. Air susu wanita 

2. Masuknya air susu ke dalam perut seorang yang disusui. 

3. Cara masuknya air susu lewat mulut atau hidung 

4. Air susu tidak bercampur dengan barang yang lain 
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5. Penyusuan yang dilakukan ketika anak tersebut masih kecil 

6. Kadar susuan yaitu lima kali susuan dalam waktu yang berbeda 

Mengenai syarat air susu wanita, para ulama sepakat bahwa wanita 

yang menyusui itu bisa perempuan yang baligh atau juga belum baligh, sudah 

menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak 

hamil.
62

  

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa keharaman pernikahan 

saudara sepersusuan adalah jika air susu yang keluar merupakan akibat 

kehamilan, sedangkan air susu yang keluar bukan karena kehamilan tidak 

masuk kategori hukum rad}a>’ah yang mengharamkan pernikahan.63
Sedangkan 

ulama Syafi’iyah mensyaratkan bahwa wanita tersebut masih hidup, berumur 

minimal sembilan tahun menurut hitungan hijriyah (umur baligh/umur haid), 

karena susuan yang diberikan oleh wanita yang sudah meninggal dan wanita 

yang masih belum baligh tidak bisa menimbulkan keharaman pernikahan.
64

 

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai sampainya air susu ke 

dalam perut seorang yang disusui. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa air 

susu tersebut harus sampai ke dalam perut baik dengan cara menghisap 

langsung kepada dada seorang perempuan atau dengan cara meminumnya 
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dari wadah. Jika terdapat keraguan terhadap sampainya air susu ke dalam 

perut maka tidak bisa dihukumi untuk keharaman pernikahan, karena hukum 

itu tidak bisa ditetapkan dengan keraguan.
65

 

Mengenai syarat ketiga, ulama fiqih berbeda pendapat dalam 

masuknya air susu dengan cara menghisap atau menuangkannya ke dalam 

mulut atau hidung. Jumhur ulama sepakat bahwa menggunakan waju>r 

(menuangkan air susu ke dalam mulut) dan sa’u>t} (menuangkan air susu ke 

dalam hidung) bisa menimbulkan hukum rad}a>’ah. Ulama ‘At}o>’ dan Dawud 

berpendapat tidak bisa menimbulkan hukum rad}a>’ah. Sedangkan ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa menggunakan waju>r bisa menimbulkan hukum 

rad}a>’ah, sedangkan bila menggunakan sa’u>t} tidak bisa menimbulkan hukum 

rad}a>’ah. Karena rad}a>’ah itu terjadi karena kelaparan.
66

  

Terkait dengan air susu ibu, ulama Hanafiyah mensyaratkan air susu 

itu tidak boleh bercampur dengan air susu ibu lain, atau barang yang lain, 

karena jika air susu yang bercampur itu diminum oleh bayi tersebut maka 

tidak bisa menimbulkan hukum rad}a>’ah yang dapat menimbulkan hubungan 

kemahraman. Imam Abu Hanifah juga memberikan kriteria adanya air susu 

perempuan masih berupa cairan, yakni tidak berubah dari bentuk semula, 

karena jika air susu dikeringkan atau dikeraskan, misalnya berbentuk keju, 
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susu bubuk, atau bentuk lainnya, maka tidak bisa disebut rad}a>’ah yang 

menimbulkan kemahraman melainkan lebih tepat disebut memberi makan.
67

 

Terkait dengan seseorang yang menyusu (rad}i>’) jumhur ulama sepakat 

bahwa menyusui orang yang sudah dewasa tidak bisa menyebabkan 

keharaman pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah waktu penyusuan itu 

sebelum bayi berumur dua tahun. Sedangkan ulama Malikiyah membatasi 

dua tahun dua bulan yaitu 26 bulan sebagai ihtiyat| (berhati-hati). 

Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang 

menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab 

Imam Mawardi menyebutkan ada tiga golongan yang berbeda pendapat 

mengenai kadar susuan: 
68

 

Pertama, kadar susuan adalah lima kali susuan dalam waktu yang 

berbeda. Demikian pendapat ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah, dari 

golongan sahabat adalah Ibnu Zabir dan ‘Aisyah. Mereka mengambil dalil: 

ِيََُرِّمْنَِِمَعْلُوْمَاتِ ِرَضَعَاتِ ِعَشْرُِِالْقُرْانَِِِمِنَِِلَِزِنِْاُِِِامَِيْفِِِِانَِكَِِتِْالَِقَِِاهَِن ِْعَِِاللُِِيَِضِِرَِِةَِشَِائِِعَِِنِْعَِ
69ِ(مسلمِرواه)ِاتِ مَِوِْلُِعِْمَِِسِ مِْبَِِِنَِخِْسِِنُِِثَُّ

Artinya: “Dari Aisyah ra. berkata, mengenai sesuatu yang diturunkan dari al-

Qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang tertentu 

mengharamkan. Kemudian sepuluh kali dihapus dengan lima kali 
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susuan. Kemudian Rasul wafat dan dia tetap seperti yang 

dibacakan al-Qur’an”, (HR. Muslim). 

70ِ(ماجهِابنِرواه)ِوَالْمَصَّتَانِِِةُِصَِّمَِالِِْمُرِِّتَُِلاَِِالَِقَِِمَِلَّسَِوَِِهِِيْلَِِعَِِاللُِِىلَّصَِِبِِِّالنَِّنِِعَِِعَائِشَةَِِعَنِْ

Artinya: “Dari Aisyah dari Nabi SAW bersabda: tidak menjadikan mahram 
satu kali isapan”, (HR. Ibnu Majah). 

 

Kedua, tiga kali susuan, pendapat ini dikemukakan oleh golongan 

Dzahiri, dari golongan sahabat adalah Zaid bin Tsabit. Ketiga, melihat dalil 

tidak dibatasi jumlahnya asal seorang bayi menyusu dan kenyang pada 

seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat 

ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Mereka mengambil dalil dari 

keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Nisa>’ ayat 23: 

  تِِأرَْضَعْنَكُمِْوَأمَُّهَاتُكُمُِاللاَِّ

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan kadar susuan yang bisa 

menjadikan mahram dalam perkawinan. Mereka juga berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW:  

هَاِاللُِِرَضِيَِِعَائِشَةَِِعَنِْ ِمَاِةِِالرَّضَاعَِِمِنَِِيََْرُمُِ:ِِقاَلَِِوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللُِِصَلَّىِاللِِِرَسُوْلُِِلِِِْقاَلَتِِْعَن ْ
71ِ(المسلمِرواه)ِالْولَِادَةِِِمِنَِِيََْرُمُِ

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan 
karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. 
Muslim). 
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Imam Mawardi dalam kitabnya menjelaskan sedangkan selain akibat 

hukum yang telah dipaparkan di atas, seperti hak saling mewarisi, memberi 

nafkah, perwalian, hadhanah, gugurnya hak qis}a>s} maka bukan akibat hukum 

dari rad}a>’ah melainkan khusus untuk hubungan nasab.
72

 Jadi hukum rad}a>’ah 

ini hanya menimbulkan hubungan mahram dalam perkawinan yaitu 

keharaman untuk menikahi ibu susuan serta saudara sepersusuannya, 

sedangkan mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak ada kewajiban untuk 

saling menafkahi. 
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